KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI: C
_— oo —————

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PFEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tehun 2001 tentang Retribusi Dacrah,
Retribusi Izin Trayek merupakan Kewenangan
Daerah Kabupaten / Kota dalam pemungutannya
sesuai dengan Kewenangannya ;

bahwa schubungan dengan hal tersebut, maka
scbagai dasar hukum pemunguten Ratribusi Izin
Trayek di Kabupaten Banyumas, perlu ditetapkan
Peraturan Daernh.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950  tentang Pembentukan Daersh-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengoh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Momor 24, Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-Undang Nomor 14 Thhun 1992 tentang
Lale Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
49, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480},

|



Undang-Undang Nomar 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
R:pubiiklndmesiaﬁmlmﬂnmrdl,mﬂhhm
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Thhun 2004 Nomer 125, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimsna telah diuhah dengan Undang-undang
Nomor & Talum 2005, (Lembaran Negara Republik
Indouesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkuran Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 fentang
Retribusi Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahum 2001 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

8. Perauran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil schagai Penyidik Pegawai Negari
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat I Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat Il Banyumas "Thun 1985 Nomor 5 Seri
Dy,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYTUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
Pemerintah Daerah adalah Pemerinmah Kabupaten Banyumas.

Dinag/Badan/Instansi adalah organisasi perangkar daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah'yang bertanggung jawab di bidang
Perhubungan.



5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Betribusi
Praerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

6. Mobil penumpang adalsh sctiap kendarsan bermotor yang dilengkapi

sehanyak-hanyaknya 8 (dalapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlcngkapan
pengangkutan bagasi.

7. Mobil Bus besar adalan kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari
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1.

12.

13.

28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tampat duduk
nommal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.

Mohil Bus Szdang adalah kendarzan bermotor dengan kapasits 16
(cnam betas) sampai 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak
antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat doduk pengemudi
dengan panjang kendaraan lebih dari 6,50 (enam koma lima puluh)
sampai dengan © (sembilan) meter.

Mobil Bus Kecil adalah kendarazn bermotor dengan kapasitas 9
(sembilan) sampai 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar
t2mpat duduk normal tidak rermasuk empar duduk pengemudi dengan
panjang kendarazn 4 (cmpat) sampai dengen 6,50 (cnam koma lima
puluh) meter.

Mgcbil barang adalah mobil yang sctiap kendaraan bermotor sclain
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus

Izin Trayek adalah pemberizan izin kepads orang pribadi aan badan
untuk menyediakan peclayanan angkutan umum pade sustu atau
beberapa trayek tertentu,

Kartu Pengawasan adalah turunan dari izin trayek yang wajib dibawa
oleh Pengenmdi Anguktan Umum dan wajib ditunjukkan kepada
penazas pada saai pemeriksaan kendaraan di jalan.

Izin Insidentl adalah yang dapat diberiken kepada perusanaan
angkutan yang telah memiliki izin rrayek unmk menggunakan
kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayck yang

14.

15.

16.

17.

18.

19,

21

Retribusi dacrah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atay
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

kepada orang pribadi atau badan unmk menyediakan pelayanan
angkutan umum pada suatu atau beberapa travek tertentu di
Dacrah. :

Kendaraan Umum adalah setiap kendarsan bermotor yang
disediakan unwk dipergunakan oleh umum dengan dipungur
bayaran.

Mobil Penumpang adalah setiap kendarzan bermotor vang
dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkspi lebih
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
peogangkutan bagasi.

Angkutan Pepumpang Khusus adalah kendaraan bermotor vang
discdiakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang
unmk keperioan khusus.

Badan hukum adalzh suatu bentuk badan usaha, yang meliputi
perseroan terbaras, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan
usaha milik ncgara atau dacrah dengan nama dan dalam beniuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yiyasan atau organisasi vang scjenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Pemungutan adalah suam rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obvek dan subyek retribusi, penentuan
besarmya retribusi yang tcrutang sampai kegiatan penagihan
ratribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyctorannya.



26.

27,

28,

29.

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan
retribusi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan uniuk
miclakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan
Masa retribusi aaalah suat jangka wakiu tertentu yang merupakan
batas wakm bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkar
SPFTRD adalah surat yang digunakan okeh Wajib Retribusi untuk
melaporkan pechitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan Retribusi Dasrzh.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yanz menentukan besarnya retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan penagihan remribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkst SKRDKB adalah surat keputusan yang menetukan
besarnya jumilah retribusi yang terutang dan jumiah yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Rstribusi Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat kepursan yang menenfukan
jumlah kelebinan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak
seharusnya rer@ng.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar ‘Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKRT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah
ditetapican,
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33.

36.

La}
o |

38.

Surat Sctoran Retribusi Dacrah yang selanjutnya SSRID adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke
tempat pembayaran lain yang ditetapkan olch Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD
adalah surat unmk melakukan tagihan reribusi dan at sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.,

Penghitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi,
bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran maupun
sanksi administrasi.

Pembayarin Retribusi Dacrah adalah besamya kewnjiban yang
harus dipenuhi ol=h Wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan
Retribusi Naerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas dacrah
atau/dan ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas wakta yang
telah ditentukan.

Pemeriksasn adalsh serangkaian kegiatan unmk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainmya dalam
mangka pengewasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang
retribusi.

Penyidikan adalsh scrangkaian tindakan yang dilakukan oleh
bukti im membuat terang rindak pidana di bidang rerribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pemyidik adalah Pejabat Polisi Negam Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh undang-undang unmk melakukan penyidikan.
Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perserikatan dengan Jewatnya suatu wakm

ETTEen.



BABIT
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Deagan nama Retribusi Izin Trayck dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian Izin Twayck kepada orang pribadi atau badan untuk

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau
beberapa trayek tertentu.,

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan
kendaraan umum pada satu atsu beberapa trayek tertenfu.

Pasal 4

Subyek remribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh [zin
Trayek.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai
retribusi perizinan tertentu.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa divkur berdasarkan jumlah izin diberikan
dan jenis angkutan wmum, £8
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi
dimakeud untuk menutup scbagian atau scluruh biaya peayelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

S ——

Pusal &
{I)  Strukwr dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis angkutan
PCIUMPANE UL

(2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagi berikut :
| No. Jenis Kenaraan Besarnya Retribusi
1 Mobil Penumpang Umum [Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2. | Mobil Bus Kecil Rp. 100.000,00(Seratus ritw rupiah)
3. | Mobil Bus Sedang Kp. 150.000,00 (Seratus Lima pulul ribu Rupish)
4. | Mobil Bus Besar Rp.200.000,00 { Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. | Angk Orangdng Mobil

1 Barang Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupish)




(3)  Besarnya retribusi Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut:

No| JENISKENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

1 | Mobil Fenumpang Limum Rep 25.000,00( Doa padub lima ribu omah)
2. | Mobil Bus Kecil Rp.25.000,00 (Dua puluk lima ribu rupizk)
3. | Mobil Bus Sedang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. | Maobil Bus Besar Rp.50.000,00 (Lima Poiuh Ritm Rupiah)

(4)  Besarnya tarip retribusi ijin Insidentil diretapkan sebagai berikut :

No| JENIS KENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

Mobil Penumpang Umum/Thksi | Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupinh)

Mool Bus Kecil/Bus Sedang | Rp.13.000,00 (Lima Belzs Ribu Rupiah)

EEE

Mobil Bus Besar Rp.20.000,00 (Dua Pulub Ribu Rupiah)

BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi terutang dipungut di dzerah.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Masa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) berlaku selama 5 (lima) tabun.

(2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 nyat (3) berlaku selama 1 (san) tahun.

(3) Masa Retribusi Izin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) berlaku sesusi dengan Izin yang dimohon, dengan ketentuan
paling lama 14 (empal belas) hari.

BAB XI
SANESI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retibusi tidak membayar tepat wakrunya amau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua

k1



(3)  Besarnya retribusi Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut:

No| JENISKENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

1 | Mobil Fenumpang Limum Rep 25.000,00( Doa padub lima ribu omah)
2. | Mobil Bus Kecil Rp.25.000,00 (Dua puluk lima ribu rupizk)
3. | Mobil Bus Sedang Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. | Maobil Bus Besar Rp.50.000,00 (Lima Poiuh Ritm Rupiah)

(4)  Besarnya tarip retribusi ijin Insidentil diretapkan sebagai berikut :

No| JENIS KENDARAAN BESARNYA RETRIBUSI

Mobil Penumpang Umum/Thksi | Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupinh)

Mool Bus Kecil/Bus Sedang | Rp.13.000,00 (Lima Belzs Ribu Rupiah)

EEE

Mobil Bus Besar Rp.20.000,00 (Dua Pulub Ribu Rupiah)

BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi terutang dipungut di dzerah.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Masa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) berlaku selama 5 (lima) tabun.

(2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 nyat (3) berlaku selama 1 (san) tahun.

(3) Masa Retribusi Izin Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) berlaku sesusi dengan Izin yang dimohon, dengan ketentuan
paling lama 14 (empal belas) hari.

BAB XI
SANESI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retibusi tidak membayar tepat wakrunya amau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua

k1



BAB XTI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2)  Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (Tiga puluh) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Hasﬂpemuguunmmhmﬂbngmmmdmaksuddnhmﬁsalﬁdw:mr
secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XITI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelakeanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7
(Tujuh) hari sejak saat jawh t2mpo pembayaran.

{2) Dalam wakm 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang erutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atan surat lain yang sejenis
scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarken oleh Bupar
atau pejabat yang ditunjuk.
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(1)
(2)

3)

(1)

(2)

)

(4)

BAB XTIV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanam dan

pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagsimana

mmdmdam{l} dengan memperhatikan kemampuzan wajib
3

Tata cara pengurengan, keringanan dan pembebasan retribusi

w dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketciapan Retribusi Daerah arau
dokumen |ain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara termlis dalam bahasa Indonesia dengan
alasan-alazan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktn paling lama 2 (dua)
bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuall
wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka wakmu i idak
dapar dipennhi karena keadaan diluar kekuassannya.

Pengajuan keberatan tidak mepunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.
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(1

(2)

{3)

(4)

(3

(6)

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Rerribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimarya permohonan kelehihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sucah
memberikan keputusan,

Apabila dalam jangkn waktu sebagaimana dimaksud dalam zyat (2)
telah terlampaui dan Bupat atu Pejebal yang ditunjuk tdazk
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi
daerah dianggap dikabulkan dan SKDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama | (satu) bulan.

Apahila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelchihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), langsung diperhimngkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi rersebut.

Pengembalian kelebiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka wakm paling lama 2 (dus) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLE.

Apabila pengembalian rerribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan sctcleh lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati
memberikan imbalan bunga sehesar 2% (dua prosen) perbulan,
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XVII
REDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBLUSI KARENA
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan retribusi. kedaluwarsa seielah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung ssjak saat
terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib rerribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan remribusi  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)tertangguhapabila:

a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. Ada pengakuan wiang reuibusi dari wajib remribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang
tercantum dalam SKRD atau dokumen lzin yang diparsamakan
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabian karena
wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan,
tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karcna hak unmuk
melakukan penzgihan sudah kadaluarsa.

Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), harus dilakukan pemeriksaan setempar terhadap
wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang
tidak dapat ditagih lagi.
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(3)

#

()

(6)

(1

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dihapuskan setelah adanya laporan pemerikszan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi
mengenai  kedaluwarsa penagihan retribusi cleh Dinas

Perhubungan.

Atas dasar laporan dan penelitian adminismasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sctizp akhir tahun takwin Dinas
Perhubungan membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap
jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumizh retribusi
dan keterangan mengenai wajib retribusi.

Dinas menyampaikan usnl penghapusan pintang retribusi kepada
Bupati pada setiap akhir tahun takwin dengan dilempirkaa daftar
penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayar (4)

Bupati menctapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa.

Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dergan
Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22
Wajib remribusi yang tidak melaksanakan kewajiban schingga
merugiken keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6
(enzm) bulan atan denda paling bamyak 4 (ewmpat) kali jumlah
retribusi yang terutang,,.
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(2)

Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Pasal 23

Wajib rerribusi yang tidak melaksanakan kewajiban schingzga
m:mgikank:umgmdmahdimmpldamtnnmgmpaﬂng lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah
retribusi yang rerutang.

Tindak pidanz sebagaimana dimaksud ayar (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil terienm di lingkunpan  Pemerintah
Kabupaten Banyumas  diberi wewenang  khusus  sebagai
penyidik unmik  melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang
retribusi dacrah.

Vewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalal:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi agar keterangen atau laporan tersebul menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b, Meneliti, mencari dan mengumpiilkan keterangan mengenai
crang pribadi atau badan tentzng kebeparan  perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

¢. Meminta ketcrangan dan bahan buki dari orang
pribadi  atau  badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang retribusi;
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. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
Melakuknn penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencataizn dan dokumen-dokumcn lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan mugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

. Menyuruh  berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempal pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang danfatau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut
diatas;

' Mﬂmn;httmngmudmiundmgmﬁmﬂkptm

retribusi;

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dam
diperiksa sebagai lersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

. Melakukan findakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut  hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud padz ayat (1), penyidik wejib
memberitehukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
Peraturan Perundang Undang-undangan yang berlakm

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Halhal yang belum diatur dalam Persturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut olch Bupati

1%

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan
Peraturan Dactah ini dengan penempatannya dalam Lembamn Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditctapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2005

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ARISSETIONO
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